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Nobar Piala Dunia
adalah Ruang Harmoni 

Rupiah Terpuruk dan Rapuhnya Kebijakan Fiskal 
Robert Mundel Peraih Nobel 

Ekonomi 1999 mengatakan 
“negara-negara besar memi-

liki mata uang yang kuat.” Semen-
tara, Rupiah yang sempat anjlok Rp 
18.000 memperkuat fakta Indone-
sia hanya besar wilayahnya, bukan 
ekonominya. Saat ini Rupiah be-
rada di posisi kelima mata uang ter-
lemah di dunia. Mirisnya, Rupiah 
menjadi terlemah di Asia. Kondisi 
ini menampar wajah Indonesia 
akibat Rupiah yang tertatih-tatih.

Faktor ekonomi global dan kete-
gangan geopolitik memang tidak 
dikesampingkan yang membuat 
Rupiah terpuruk. Yang men-
jadi sorotan, Laporan Ficth 
2026 menunjukkan keti-
dakpastian kebjikanan 
fiskal justru menjadi fak-
tor domestik penyebab 
melemahnya rupiah. Ini 
yang menciptakan senti-
men negatif dan mem-
buat IHSG semakin Anjlok. 
Akibatnya investor global 
menarik jutaan dolar yang 
membuat Rupiah terdepr-
esiasi semakin dalam.

Melemahnya rupiah akibat 
masalah kebijakan menjadi indikasi 
hukum ekonomi nasional berma-
salah. Padahal menurut Robert 
Cooter selaku pendiri American 
Law and Economics Assosiation 
menyebut hukum yang baik adalah 
syarat bagi pembangunan ekonomi. 
Sebaliknya, ketidakpastian kebi-
jakan fiskal justru memperlihatkan 
hukum kurang menjalankan fungsi 
tersebut sehingga mengakibatkan 
rupiah terus melemah.

Krisis Prediktabilitas
Lon Fuller (1964) dalam tulisan-

nya menegaskan salah satu syarat 
hukum yang sah harus memiliki 
prediktabilitas (konsisten dan 
dapat diprediksi). Fuller menjelas-
kan prediktabilitas menjadi fondasi 
penting bagi institusi ekonomi un-
tuk memperkirakan konsekuensi 
kebijakan hukum. Artinya, hukum 
ekonomi yang baik tidak hanya 
berfungsi mengatur, tetapi juga 
memberikan kepastian arah kebi-
jakan ekonomi di masa depan

Rupiah semakin hari semakin 
lemah menjadi indikasi predikta-
bilitas hukum belum sepenuhnya 
mampu memberikan kepastian bagi 
pasar. Dugaan itu semakin kuat pasca 

Moody’s mempertimbangkan pre-
diktabilitas hukum saat menurunkan 
outlook Indonesia dari posisi stabil 
menjadi negatif. 

Kondisi itu justru memperkuat 

keraguan investor dan ber-
dampak tindakan mereka hanya se-
batas wait and see. Bahkan investor 
berpotensi bermigrasi ke negara lain. 
Hal ini terbukti berdasarkan laporan 
Reuters investor asing telah menarik 
US$3,2 miliar dari pasar saham 
Indonesia. Itu yang menjadi faktor 
gejolak nilai tukar bukan hanya dari 
tekanan ekonomi. Tapi juga akibat 
kegagalan kebijakan fiskal tidak bisa 
membendung persepsi risiko yang 
membuat arus modal keluar dan 
berpotensi menambah tekanan 
terhadap nilai tukar rupiah.

Rapuhnya prediktabilitas hukum 
juga tercermin pasca keluarnya PP. 
No. 24 tahun 2026 sebagai dasar 
kebijakan skema sentralistik ekspor 
melalui Danantara. Namun kebi-
jakan itu minim transparansi. Aki-
batnya investor sulit mendapatkan 
informasi dasar bisnis. Hal tersebut 
potensi ekspor strategis Indonesia 
kurang terealisasi secara opti-
mal. Padahal sektor ini memiliki 
kontribusi menyumbang sekitar 
US$66,13 miliar. 

Persoalan prediktabilitas hukum 
semakin miris saat pasar sulit mem-

baca arah kebijakan fiskal Pemerin-
tah. Pemerintah dianggap nomaden 
menentukan arah kebijakan apakah 
berorientasi pro-growth? atau sta-
bility-growth? Hal Itu tercermin saat 

Pemerintah menaikkan Pertamax 
32 persen, yang sebelumnya 

menggelontorkan sekitar Rp 
300 T untuk meredam dam-
pak kenaikan harga minyak 
dunia. Di saat yang sama, 
Pemerintah secara tiba-tiba  
juga memangkas anggaran 
MBG sampai 20 persen.

Perubahan kebijakan se-
cara mendadak berpenga-

ruh pasar sulit untuk mem-
perkirakan alur pembiayaan 
fiskal negara. Arah fiskal yang 

sulit diprediksi akan mem-
persulit perhitungan risiko 

ekonomi nasional. Dampaknya, 
investor akan selalu menuntut 
kompensasi risiko lebih besar. 

Fenomena ini tercermin saat me
lonjaknya yield obligasi hingga 7 
persen, dan menjadi tertinggi sejak 
2022. Kenaikan tersebut tentu ber-
dampak pada daya tarik aset berde-
nominasi rupiah ikut melemah, 
sehingga tekanan terhadap nilai 
tukar rupiah menjadi semakin besar. 

Membangun Kepastian
Perekonomian negara yang ko-

koh hanya bisa terwujud melalui 
hukum ekonomi yang berkepastian 
hukum. Sebagaimana kata Adam 
Smith (1776) sejak dua setengah 
abad sudah mengingatkan bahwa 
perekonomian tidak bisa bertahan 
lama di negara mana pun yang tidak 
memiliki kepastian hukum. 

Sudah saatnya Regulatory Impact 
Assessment (RIA) selalu terimple-
mentasi pada kebijakan fiskal. Me-
kanisme ini bertujuan agar kebijakan 
fiskal semakin terprediktif karena 
disusun berdasarkan pertimbangan 
dampak risiko dari respons pasar, arus 
investasi hingga implikasi stabilitas 
makroekonomi. Dengan begitu, kebi-
jakan tidak lahir secara reaktif, namun 

atas perhitungan yang terprediktif. 
Selain implementasi RIA, Peme

rintah harus memiliki Grand De-
sain Roadmap hukum ekonomi 
yang mengikat. Desain itu ber-
fungsi sebagai pedoman jangka 
menengah arah kebijakan fiskal, 
investasi, perdagangan, dan sektor 
strategis lainnya secara konsisten. 

Desain roadmap yang kon-
sisten akan mempermudah inves-
tor memprediksi arah kebijakan 
pemerintah di masa mendatang. 
Sehingga investor dalam menyusun 
rencana investasi jangka Panjang 
bisa lebih berkepastian. Dengan 
demikian kepercayaan pasar sema-
kin meningkat dan dapat menarik 
rupiah dari tekanan fiskal global.

Pemerintah juga harus memperkuat 
landasan hukum kebijakan fiskal agar 
tidak mudah berubah akibat tekanan 
jangka pendek. Mengingat perubahan 
kebijakan secara tiba-tiba meningkat-
kan persepsi risiko akibat investor sulit 
memprediksi perubahan itu. 

Dengan kepastian hukum yang 
kuat, kepercayaan investor akan se-
makin meningkat dalam merespons 
ekonomi nasional. Sehingga arus 
modal tidak mudah keluar dari pasar 
domestik, dan pasokan valuta asing 
terjaga untuk menahan pelemahan 
rupiah dari gejolak ekonomi global.

Akhirnya, pelemahan rupiah tidak 
boleh terus-menerus disandarkan 
pada alasan gejolak global. Sebab 
mata uang yang kuat tidak hanya 
dibangun oleh cadangan devisa. 
Tetapi juga oleh kepastian hukum 
yang membuat pasar percaya pada 
arah kebijakan negara. Ketika hukum  
gagal menghadirkan prediktabilitas, 
yang melemah bukan hanya rupiah, 
melainkan juga kepercayaan terha-
dap ekonomi nasional.(*)
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”Mata uang yang kuat tidak hanya dibangun 
oleh cadangan devisa. Tetapi juga oleh 
kepastian hukum yang membuat pasar 

percaya pada arah kebijakan negara. Ketika 
hukum gagal menghadirkan prediktabilitas, 

yang melemah bukan hanya rupiah, 
melainkan juga kepercayaan terhadap 

ekonomi nasional’’
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IKLAN JOS
Sudah Laku Bos!

IKLAN BARIS: 
Rp 25.000,-/baris (2 baris),

IKLAN DAGANG/ UMUM:
(FC)  Rp 70.000,-/mmk, Kreatif (FC) tambah 100%
(BW) Rp 60.000,-/mmk, Kreatif (BW) tambah 100%

HARGA IKLAN

HALAMAN 1 (FC): Rp 140.000,-/mmk, 
TOP BANNER HAL 1 (FC): Rp 230.000,-/mmk

ADVERTORIAL
(FC)  Rp 55.000,-/mmk, Kreatif (FC) tambah 100%
(BW) Rp 45.000,-/mmk, Kreatif (BW) tambah 100%

IKLAN DUKA CITA/ SOSIAL:
(FC) Rp 35.000,-/mmk,
(BW) Rp 25.000,-/mmk,

SEMUA 
HARGA IKLAN 
DITAMBAH 

PPN 11%
SAMMY: 0895-6311-62128

Alamat Kantor: Jl Jembawan VII No 8, Mangliawan, Pakis, Kab Malang

KEHILANGAN

• STNK •

STNK R2 Honda th 2011, N 5565 ECQ, noka: 
MH1JF5125BK171358, nosin: JF51E2159173, a/n: 
Galang Ramadhan Widar P

IH-11/06/26

JUAL

• RUKO •

JUAL RUKO Jl. Danau Toba E9 Sawojajar Malang 
Luas: 105 m2 . Hub: 081334323133

IH-11/06/26

KEHILANGAN

• STNK •

STNK spd mtr Honda th 2019 warna hitam 
N-2283-EEM Noka: MH1JM3130KK033018 Nosin: 
JM31E3027498 a.n: Suslam Hadi 

IH-12/06/26

KEHILANGAN

• BPKB •

BPKB R2 Honda th 2011, N 2066 ABX, noka : 
MH1JF5128BK046953, nosin : JF51E2043401, 
a/n : Sukardji

IH-08/06/26

MALANG POSCO MEDIA – Piala dunia adalah 
perhelatan akbar sepak bola dunia. Dan satu 
kebanggaan Televisi Republik Indonesia (TVRI) 
merupakan satu-satunya TV di Indonesia yang 
mendapatkan hak siar untuk siaran langsung 
Piala Dunia. Bila kesempatan ini dikelola de
ngan sangat baik, maka bukan hanya gema piala 
dunia yang merata, tapi juga efek ekonomi dan 
sosial yang bisa dirasakan masyarakat. 

Sayangnya pendekatan yang dilakukan TVRI 
ke pemerintah bisa dibilang terlambat. Buktinya 
lembaga penyiaran TVRI baru menemui Men-
teri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika gelaran 
Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Dan 
pasca pertemuan itu, Mendagri mengeluarkan 
himbauan kepada para kepala daerah, baik 
tingkat provinsi maupun daerah untuk meng-
gelar nonton bareng. 

Namanya imbauan, tentu kekuatan hu-
kumnya sangat lemah. Kepala daerah bisa 
melakukan nobar atau tidak dengan alasan 
kuat masing-masing. Alasan yang paling ma-
suk akal ya karena waktu Nobar yang berben-
turan dengan jam kerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Bukan hanya waktunya pagi hari, 
tapi ada jadwal pertandingan yang dinihari. 
Tentu ini butuh pertimbangan sangat matang, 
apakah efektif pemerintah daerah menggelar 
nobar atau tidak. 

Namun jangan karena banyak alasan 
juga, kemudian tak bisa menggelar nobar. 
Imbauan Mendagri ini juga bisa ditangkap 
sebagai peluang bagi kepala daerah untuk 
menyuguhkan hiburan yang menarik bagi 
masyarakat. Masing-masing kepala daerah 
bisa mengemas, setidaknya satu sampai tiga 
kali gelaran nobar bersama masyarakat. 

Tentu harus dipilih jadwal pertandi
ngan yang menarik, tempat nobarnya oke, 
waktunya pun harus pas dan bisa dihadiri 
masyarakat. ASN pun bisa ikut menonton 
tanpa terganggu waktu kerjanya. Sehingga 
pelayanan pun tetap maksimal, imbauan 
Mendagri tetap bisa dilaksanakan dengan 
baik. Prinsipnya nobar bisa digelar dengan 
meriah dan berdampak ekonomi dan sosial. 

Nobar Piala Dunia adalah ruang harmoni 
antara pejabat dan masyarakat. Tak ada 
alasan nobar tak bisa dilakukan. Jangan juga 
hanya menggugurkan kewajiban. Hati-hati, 
imbauan adalah instruksi yang harus dilak-
sanakan.(*)

UU PPLH Buka Peluang Penerapan Pembakaran Terkendali Terbatas 
MALANG POSCO MEDIA, JAKARTA- 
Pakar pengelolaan kebakaran hutan dan 
lahan dari IPB Israr Albar menyatakan 
regulasi di Indonesia sebenarnya mem-
buka ruang bagi penerapan metode 
pembakaran terkendali (prescribed burn-
ing) secara terbatas, meskipun kebijakan 
nasional saat ini masih mengedepankan 
prinsip larangan membakar.

Dalam keterangan yang diterima di 
Jakarta, Senin (15/6), dia menyam-
paikan peluang tersebut termaktub 

dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UU PPLH), khususnya pada Pasal 69 
yang mengizinkan masyarakat lokal 
melakukan pembakaran terbatas 
maksimal dua hektare.

“Ini bisa menjadi pertimbangan 
kemungkinan pembakaran terken-
dali dapat dilakukan, khususnya di 
lahan bermineral. Teknik ini berpo-
tensi menjadi salah satu solusi untuk 

mengurangi akumulasi bahan bakar 
alami di kawasan rawan kebakaran,” 
kata Israr.

Namun demikian, eks Direktur 
Manajemen Kebakaran Hutan Ke-
menterian Kehutanan ini menegas-
kan uji coba maupun implementasi 
teknik tersebut di lapangan wajib di-
lakukan dengan perencanaan yang 
matang serta di bawah pengawasan 
ketat dari otoritas berwenang guna 
mencegah api melompat menjadi 

karhutla tak terkendali.
Ia memberikan catatan tebal praktik 

pembakaran komunal ini sama sekali 
tidak boleh diterapkan di ekosistem 
lahan gambut, mengingat karakteris-
tik gambut yang menyimpan karbon 
tinggi sangat rentan memicu keba-
karan bawah permukaan yang sulit 
dipadamkan.

Secara umum, adopsi praktik mana-
jemen api yang sudah terbukti mem-
berikan manfaat di berbagai negara 

kosmopolitan ini masih menghadapi 
sejumlah tantangan berat di dalam 
negeri, terutama dari sisi sinkronisasi 
regulasi dan kapasitas pengawasan 
aparat di tingkat tapak.

Karakteristik ekosistem Indonesia 
yang heterogen serta keterbatasan 
alat ukur cuaca mikro di wilayah 
terpencil juga menjadi faktor krusial 
yang memerlukan kajian mendalam 
sebelum metode ini dilegalkan secara 
luas. (ntr/lim)
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